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ANALISIS YURIDIS INDEPENDENSI OJK (OTORITAS JASA 
KEUANGAN) DALAM UPAYA PENGAWASAN BANK 
 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui bentuk 
independensi OJK dalam pengawasan bank apakah OJK menerapkan 
independensi dalam tugas pengawasan Bank yang telah diatur dalam Undang-
Undang No 21 Tahun 2011. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis 
empiris. Penelitian dengan cara interview dilaksanakan di Kantor OJK (Otoritas 
Jasa Keuangan) Surakarta. Pentingnya independensi tersebut adalah agar OJK 
dapat melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan bank secara optimal 
dan efektif. Independensi diperlukan agar OJK dapat melindungi diri khususnya 
intervensi bank yang diawasinya maupun dari campur tangan politik. Hal tersebut 
dimaksudkan agar setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan OJK benar-
benar bersifat objektif, tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak manapun dan 
untuk mencegah potensi benturan kepentingan antara para pelaku yang salik 
berinteraksi di sector jasa finansial demi mencapai tujuan stabilitas keuangan 
 
Kata Kunci: OJK, Pengawasan, Independensi.  
 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to describe and determine the form of 
independency of OJK in bank supervision that OJK apply independency in the 
task of bank supervision has been set under the act No. 21 of 2011. This research 
is type of yuridis empirical legal research. The research do with interview in OJK 
office in Surakarta. The important of independency is for OJK can do duties in the 
bank supervision optimally and effectively. The independency is necessary in 
order to OJK can protect, especially supervises intervention of bank as well as 
form political interference. It is intended that every regulation and supervision 
peformed by OJK really be objective, without being influenced intervention from 
the others and to prevent potential conflicts of interest between consumen interact 
in the financial services sector to achieve the goal of financial stability.  
 
Keywords: Otoritas Jasa Keuangan, Controlling, Independency. 
1.  PENDAHULUAN 
Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh 
secara stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan 
seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara 
adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan eknomi 
nasional harus dilaksanakan secara komprehensif  dan mampu menggerakan 
kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan 
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menyentuh ke seluruh sector riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. 
Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara 
transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi 
sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan 
ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan 
secara terus-menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam 
system perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem 
perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan 
jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan 
produktif di dalam perekonomian nasional.
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Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa 
keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup 
signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembagunan ekonomi 
nasional. Oleh karena itu, negara senantiasa memberikan perhatian yang serius 
terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan 
mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa 
keuangan yang terintregasi dan komprehensif. 
Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dn pesatnya 
kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan 
sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-
subsektor-keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, 
adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai 
subsector keuangan (konglomerasi) telah menambah kompeleksitas transaksi dan 
interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya 
permasalahan lintas sectoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan 
moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan 
terganggunya stabilitas system keuangan semakin mendorong di perlukannya 
pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. 
                                                 
1
 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  
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Rimawan mengatakan bahwa pengawasan diperlukan kerana adanya 
potensi moral hazard (penyelewengan/penyalahgunaan) oleh para pelaku ekonomi 
yang tentunya berdampak negatif terhadap perekonomian.
2
 Teori Ekonomi
menunjukan bahwa moral hazard disebabkan oleh adanya asymmetric 
information. Asymmetric information menyebabkan dua hal, yaitu moral hazard 
dan adverse selection (kesalahan memilih). Asymmetric information adalah 
kondisi dimana informasi tidak tersebar merata antar pelaku ekonomi. 
Praktik moral hazard di sektor keuangan, tidak saja dilakukan oleh LK 
namun mungkin juga dilakukan oleh nasabah/rumah tangga. Moral hazard terjadi 
karena lemahnya system pengawasan LK yang disebabkan oleh beberapa faktor, 
yaitu: (a) lemahnya system arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia; (b) 
tidak adanya pertukaran arus informasi (data sharing dan data interfacing) 
antarlembaga pengawas LK; dan (c) masih tingginya egosentris antar lembaga 
ppengawas LK.
3
Sehubungan dengan uraian diatas, menunjukan perlu dilakukan penataan 
kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan 
tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor 
perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, lembaga embiayaan, dan 
lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar data dicapai 
mekanisme koordinasi yang lebih efekif di dalam menangani permasalahan yang 
timbl dalam system keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya 
stabilitas system keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan 
kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dan selain 
pertimbangan-pertimbangan diatas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 
Lembaga pengawasa sektor jasa keuangan tersebut dikenal dengan nama 
Otoritas Jasa Keuangan (selnjutnya disingkat OJK). Undang-Undang tentang OJK 
pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) 
2 Rimawan Pradiptyo,”Optimalisasi OJK: Antara Institusi versus  Sistem Pengawasan,”artikel 
dimuat dalam http://bulaksumuronline.wordpress.com/2011/07/27/optomalisasi-ojk-antara-





dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sector 
jasa keuangan. 
OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di 
dalam sektor jasa keuangan terselenggara seara teratur, adil, transparan, dan 
akuntabel, serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara 
berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan 
masyarakat. 
Lebih dari itu, OJK di bentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata 
kelola yang baik, yang meliputi indepedensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
transparasi, dan kewajaran (fairness). Secara kelembagaan, OJK berada diluar 
pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan 
pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan 
pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa 
keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, 
dalam hal ini otoritas fiscal dan moneter. Oleh sebab itu, lembaga ini juga 
melibatka keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara ex-officio. 
Keberadaan ex-officio ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan 
harmonisasi kebijakan di bidang fiscal, moneter, dan sector jasa keuangan. Ini 
diperlukan untuk memastikan terpeliharanna kepentingan nasional dalam rangka 
persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan 
pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem 
keuangan. 
Untuk mewjudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang 
baik, OJK harus merupakan bagian dari system penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan 
pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita cita kemerdekaan Indonesia 
yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya 
pembentuk Undang-Undang OJK itu secara garis besar didasarkan pada tiga 
landasan, yaitu landasan yuridis,landasan filosofis dan landasan sosiologis. Hal ini 
sejalan dengan uraian dalam Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa 
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Keuangan. Tujuan penelitian mengetahui realisasi tugas OJK sebagai pengawas 
dalam melaksanakan tugasnya, untuk mengetahui manfaat pengawasan terhadap 
bank dan untuk mengaetahui hambatan dan pelanggaran yang dihadapi oleh OJK 
sebagai pengawas dalam melaksanakan kewenangannya. Manfaat dari penelitian 
adalah memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan bahan masukan 
dalam pengawasan bank oleh OJK. 
 
2.  METODE  
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris 
yaitu menkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang undangan, sedangkan 
empiris mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan pengawasan 
terhadap bank di Surakarta. Sumber data menggunakan data primer dan data 
sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi kepustakaan. 
Teknik analisis data berupa mempelajari data berupa bahan-bahan pustaka. Jenis 
penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penilitian deskriptif,
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dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran 
selengkap-lengkapnya mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap bank ileh OJK 
(Otoritas Jasa Keuangan). 
Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran yang 
teoristis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik 
atau proses tertentu terjadi.
5
 Kerangka pemikiran adalah kerangka teori atau butir 
butir pendapat mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan 
pendapat yang menjadi pebandingan, pegangan teorists.
6
 Untuk itu perlu di susun 
kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari 
mana masalah tersebut diamati.
7
 
                                                 
4
 Bambang Sunggono. 1997. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 35. 
“penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual 
dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau 
factor-faktor tertentu.”   
5
 J.J.J. M. Wuisma, 1996 Penelitian Ilmu-ilmu social, Jilid I, Jakarta: UI Press, hlm.203 
6
 M. Solly Lubis, 1994 Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, hlm 80 
7
 Hadari Nawawi, 2003 Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada 
Press, hlm.39 
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3. HASIL DAN PEMBHASAN
3.1 Independensi OJK dalam melakukan tugasnya 
Makna independen tidak sama dengan pengertian netral. Independen 
bukan berarti netral, demikian pula netral bukanlah sifat dari independen. Kedua 
kata ini sesungguhnya berbeda satu sama lainnya namun di samping itu terdapat 
persamaan yakni dalam hal arti sama-sama menyatakan sifat. Sifat independensi 
harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Sedangkan sifat netral tidak memihak 
sama sekali. Mengapa independensi harus berpihak kepada kepentingan rakyat? 
Pertanyaan ini akan mengarahkan pemikiran terhadap teori konstitusi dan teori 
negara hukum versi negara kesejahteraan (welfare state) yang digunakan pada 
umumnya di negara-negara yang sedang berkembang, khususnya negara yang 
menganut sistem demokrasi. 
8
Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas independen 
yang mempunyai fungsi regulatif/regulator adalah dapat diukur mengacu pada 
seberapa jauh tingkat kewenangan OJK untuk men “set-up” suatu regulasi yang 
bersifat prudensial terhadap sektor yang diawasinya, secara otonom/mandiri, yang 
tentunya dalam batasan-batsan hukum yang berlaku.
9
 Independesi OJK sebagai
regulator, harus dipenuhi seiring semakin mengglobalnya sektor finansial dewasa 
sekarang, yang mana dalam hal ini OJK harus berada dalam posisi yang kuat agar 
dapat mengadaptasi regulasi secara cepat dan fleksibel. Regulasi terkait prinsip 
prudensial ini menjadi penting karena mencakup aaturan-aturan umum yaitu 
dalam hal stabilitas industry keuangan beserta aktifitas-aktifitasnya di dalamnya 
seperti ketentuan persyaratan modal, kualitas asset, dan manajemen) dan aturan-
aturan yang bersifat khusus, yaitu merupakan pengaturan atas sifat khusus dari 
lembaga jasa keuangan sebagai finansial intermediation seperti pembatasan dalam 
transaksi-transaksi yang bersifat off-balance sheet activies, pembatasan pemberian 
kredit kepada individu/kelompok usaha yang terkait dengan bank. 
Independensi Otoritas Jasa Keuangan dari aspek fungsi pengaturan atau 
regulasi dapat diketahui dalam wawancara kepada kantor Otoritas Jasa Keuangan 
8
 Bisdan Sigalingging, Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan 
Bank Indonesia hal.107 
9
 Quintyn dan Taylor, 2010 Regulasi dan Supervise Independensi dan Stabilitas Finansial, hal 13 
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(OJK) Surakarta Otoritas secara otonom dapat mengeluarkan regulasi hukum yang 
mengikat kepada sector yang diawasi, di dalam Undang-Undang No 21 Tahun 
2011 pada Pasal 7 dan 8 menjelaskan bahwa OJK mempunyai wewenagn untuk 
meregulasi industri jasa keuangan di Indonesia yang mengikat secara hukum. 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan 
tugas dan kewenangannya sebagai otoritas regulator di sektor jasa keuangan, OJK 
telah memenuhi nilai independensi secara penuh, karena memang OJK di berikan 
oleh Undang-undang, independensi yang cukup tegas dalam melakukan fungsi 
regulatornya secara mandiri dengan wewenang untuk mengeluarkan regulasi yang 
mengikat secara hukum kepada industry keuangan di Indonesia. Ketentuan Pasal 7 
dan 8 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang OJK ini menunjukan bahwa 
OJK bebas menentukan cara dan pelaksanaan dari instrument kebijakan yang 
dtetapkannya yang dianggap penting unutk mencapai tujuannya. 
Otoritas Jasa Keuangan terkait fungsi penyidikan berdasarkan hasil 
penelitian OJK dapat dibantu oleh penegak hokum lain seperti Penyidik Pegawai 
Negeri Sipi (PPNS), kejaksaan, kepolisian dan pengadilan sesuai dengan Pasal 49 
ayat (3) huruf I Undang-Undang OJK No 21 Tahun 2011. 
Otoritas Jasa Keuangan Terkait Keanggotaan dewan Komisioner dalam 
wawancara terhadap kantor OJK Surakarta masih ada Keterwakilan dari 
Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia yang juga disebut ex-officio. 
Berdasarkan Argumen-argumen wawancara tersebut penulis sependapat terkait 
pentingnya posisi ex-officio di dalam struktur kelembagaan OJK, dan hal ini 
seharusnya tidak dimaknai sebagai bentuk intervensi namun sebagai bentuk 
koordinasi agar penyelanggaran kegiatan di sektor jasa keuangan dapat berjalan 
lancar dan efektif, di dalam keanggotaan OJK masih terdapat keanggotaan OJK 
yang masih berada dalam ikatan Partai Politik, Hal ini di khawatirkan masih ada 
hal-hal dalam tugas OJK untuk mementingkan kepentingan Partai di bandingkan 
kepentingan OJK sebagai sektor Pengawas Jasa Keuangan, menurut penulis OJK 
belum mempunyai nilai independensi yang penuh dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya. Sejalan dengan hal tersebut, menanggapi isu intervensi dalam 
struktur pimpinan OJK, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menepis 
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kekhawatiran bahwa anggota DK OJK ex officio akan mengganggu independensi 
dan intervensi dalam melaksanakan tugasnya.
10
 
OJK dari aspek kelembagaan berdasarkan dari pernyataan kantor OJK 
Surakarta susunan anggota DK OJK terdiri dari: seorang ketua merangkap 
anggota, seorang Kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota 
seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota, seorang 
kepala eksekutif pengawas peransuransian, dana pension, lembaga pembiayaan 
dan kelembagaan keuangan lainnya merangkap anggota. Kemudian seorang ketua 
dewan audit merangkap anggota, seorang anggota yang membidangi edukasi dan 
perlindungan konsumen, seorang anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang 
merupakan anggota anggota dewan gubernur Bank Indonesia, seorang anggota ex 
officio dari Kementrian Keuanan yang merupakan peejabat setingkat eselon 1 
Kementrian Keuangan. Namun adanya unsur ex officio dari kemenkeu dan BI 
dalam Komisioner OJK ini kemudian dikhawatirkan akan mempengaruhi 
pelaksanaan independensi OJK, karena pada hakekatnya OJK adalah lembaga 
independen yang seharusnya mandiri dan bebas dari segala campur tangan 
pihak/lembaga lain, termasuk juga dala hal ini Pemerintah maupun Bank 
Indonesia. Oleh sebab itu terkait dengan aspek ini, OJK dalam harus berdiri 
sebagai suatu badan independen secara hukum unutk menegaskan kewenangan 




3.2 Sumber pendanaan/anggaran OJK 
OJK terkait anggaran dari Bank yang diawasi OJK telah memenuhi aspek 
Independensi secara anggaran/pendanaan dalam pengaturanyya di Undang-
Undang OJK. Namun masih terdapat beberapa hal yang menarik untuk di 
perdebatkan yaitu menganai sumber anggaran seperti apakah yang mampu 
menjamin Independensi OJK di satu sisi, namun juga tidak memebankan 
masyarakat industri di sisi lainnya. Pada kriteria yang diajukan wawancara pada 
                                                 
10
 Kementrian keuangan, Pentingnya Keterakialan Kemenkeu dan BI dalam DK OJK, 
http://www.depkeu.go.id/ind/Read/?type=ixNews&id=19821&thn=2011&name=br2605115.htm, 
tanggal 26 mei 2011 
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tabel diatas bahwa sebenarnya anggaran OJK yang Independen adalah lepas dari 
anggaran Pemerintah atau APBN. Namun ternyata hal ini sulit dilakukan 
khusunya pada lembaga yang baru terbentuk, yang tentunya membutuhkan 
anggaran yang besar untuk membangun OJK dengan struktur industry bisnis yang 
harus melakukan adaptasi dan transisi model pengawasan yang baru. Sehingga 
sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang OJK, penulis berpendapat sama 
bahwa hal yang wajar bagi OJK untuk mendapatkan dana dari pemerintah melalui 
APBN sebagai anggaran dan pendanaan pada masa awal pembentukan OJK. Oleh 
sebab itu, daam aspek anggaran ini, menurut penulis pengaturan Undang-Undang 
OJK sudah tepat dan dapat menjamin independensi OJK. 
Namun hal yang lebih harus di cermati adalah apabila anggaran OJK 
sepenuhnya berasal dari APBN dan seterusna di tahun anggaran berikutnya, hal 
ini tentu akan mengganggu pelaksanaan independensi dari OJK. Apabila anggaran 
OJK berasal dari APBN, maka dapat dikatakan pula bahwa OJK merupakan 
bagian dari pemerintahan karena pada hakekatnya APBN di susun sesuai dengan 




OJK dikhawatirkan juga akan rentan terhadap tekanan politik dari 
pemerintah mengingat kegiatan OJK dibiayai oleh APBN tersebut. Dengan 
demikian, dikhawatirkan OJK akan kehilangan kemandiriannya atau indepedensi 
sebagai suatu institusi apabila secara permanen mendapatkan sumber pendanaan 
dari APBN. Oleh sebab itu, apabila secara structural OJK telah kuat dan juga 
industry jasa keuangan/bank telah mampu mendanai kegiatan operasionalnya 
secara mandiri, tentunya OJK sewajarnya tidak dapat lagi mengandalkan sumber 
pendanaan dari APBN, dan untu menjamin independensinya harus melakukan 
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 Sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 12 UU 
tentang Keuangan negara 
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4.  PENUTUP 
4.1  Kesimpulan 
Pertama, Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK adalah lembaga 
yang independen yang berada di luar Pemerintah ataua tidak menjadi bagian dari 
Pemerintah. Namun pada hakikatnya OJK merupakan otoritas pengatur dan 
pengawas di sektor jasa keuanga yang memiliki relasi dan keterkaitan kuat dengan 
otoritas lain atau lembaga lain. Maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan 
wewenang OJK maka memerlukan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas 
yaitu pejabar kementrian Keuangan dan Bank Indonesia yang secara ex-officio 
didalam keanggotaan OJK dalam kegiatan pengawasan dan tugas OJK juga 
diwajibkan untuk saling berkoordinasi dengan Lembaga lain untuk pelaksanaan 
Penyidikan terhadap sektor jasa keuangan. 
Kedua alasan pemberian independensi keada OJK adalah agar OJK dapat 
melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Independensi diperlukan agar 
dapat melindungu intervensi jasa keuangan yang diawasi OJK atau tanpa ada 
campur tangan kepentingan Politik. Hal ini dimaksudkan agar setiap regulasi atau 
pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK benar-benar bersifat objektif, 
tanpa terpengaruhi intervensi dari pihak manapun dana tau mencegah benturan 
kepentingan-kepentingan politik, sifat independensi tersebut harus diwujudkan, 
tujuan utama pembentukan OJK sebagai lembaga sebagai pengawas dan pengatur 
dalah menyangkut kepercayaan masyarakat bagi pencapaian tujuan stabilitas 
keuangan. 
Ketiga pengukuran independensi OJK dalam pelaksanaan tugas dan 
kewenanganya sebagai penyelenggara kegiatan sektor jasa keuangan dapat dinilai 
melalui beberapa aspek, yaitu asek fungsi pengaturan/regulator, aspek 
fungsi/supervisior, aspek kelembagaan/institusional dan aspek anggaran 
pendanaan/budgetary. Penilaian independensi tersebut dapat dilihat melalui 
peraturan OJK yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa 
keuangan. Menurut penulis terkait Independensi OJK yang terdapat dalam 
Undang-undang OJK, sebenarnya sudah menggambarkan suatu nilai Independensi 
yang penuh dalam pelaksanaan tugasnya dan kewenanganya. Walaupun memang, 
dalam beberapa tugas tertentu misalnya dalam pelaksanaan tugas pengatura dan 
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pengawasan di bidang sektor keuangan dan tugas menjaga stabilitas sistem 
keuangan, terdapat pengaturan tentang koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi/lembaga lain tersebut sebenarnya tidak menjadikan OJK menjadi institusi 
yang tidak independen mengingat kewenangan-kewenangan sebagai pengawas 
sektir jasa keuangan tang telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang OJK 
sepenuhnya masih tetap berada pada OJK. Selain itu juga, harus di ketahui bahwa 
karkteristik keuangan yang semakin terintegrasi dan semakin tingginya persaingan 
global, kebutuhan OJK untuk berkoordinasi, berkerjasama dan mengharmonisasi 
kebijakan serta bertukar informasi melalui sistem terintergrasi dengan lembaga 
terkait adalah suatu hal yang sangat penting agar stabilitas sistem keuangan dapat 
terjaga dan juga memastikan terpeliharanya kepentingan nasional bahkan Otoritas 
Jasa keuangan Surakarta itu sendiri. 
4.2  Saran 
Pertama kepada OJK, Agar independensi OJK dapat tetap terjaga 
khususnya dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan/pemeriksaan, penting untuk 
diatur mengenai aspek perlindunggan hukum bagi pegawai pengawas OJK dan di 
tuangkan ke dalam peraturan hukum, misalnya Peraturan OJK. Hal ini bertujuan 
agar kedepanya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, para pegawai OJK lebih 
percaya diri untuk melaukan tindakan hukum, selain itu juga penting untuk 
pembentukan peradilan khusus OJK bagi lingkungan sektor jasa keuangan bagi 
yang melakukan kejahatan di sektor jasa keuangan. 
Kedua kepada Pegawai OJK agar dari ketentuan perundang-undangan, 
OJK secara kelembagaan pegawainya sendiri tidak dapat di tugasi sebagai 
penyidik, dan akan sangat bergantung kepada lembaga lain misalnya Kejaksaan, 
Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Maka agar Independensi OJK dalam 
pelaksanaan tugasnya terhadap sekor jasa keuagan tidak kekurangan tenaga 
penyidikan. Penulis memberikan saran agar kewenangan OJK /penyidik yang di 
tugaskan di OJK. sehingga dalam hal ini pimpinan OJK tidak menyetujui 
penghentian penyidikan suatu kasus pimpinan instansi asal penyidik tidak 
memiliki kewenangan untuk membatalkan penghentian penyidikan kasus tersebut. 
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